V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap harta benda
menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku adalah Pengaturan
Pidana denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pidana denda
dijatuhkan secara alternatif bersama dengan pidana lainnya. Dalam tindak pidana
pencurian ringan, terpidana bila berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun dan
pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah. Pada Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) bila terpidana tidak dapat membayar pidana denda yang
dijatuhkan oleh hakim maka pidana denda dapat dibayarkan oleh pihak ketiga
atau dengan pidana penjara pengganti denda.

2. Perspektif penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap harta benda
menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(RUU-KUHP) pidana denda masih merupakan pidana pokok. Akan tetapi dalam

pengaturannya pidana denda menggunakan sistem pengkategorian mulai dari
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Kategori | sampai dengan kategori V1. Selain itu pada Rancangan Undang-undang
Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dikenal sistem minimum khusus. Sistem
minimum Khusus dikonsepkan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) guna menghindari disparitas pidana. Pada
Pasal 594 yang mengatur mengenai pencurian Pidana denda yang diancamkan
adalah pidana denda Kategori IV. Pada Rancangan Undang-undang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) bila terpidana tidak dapat
membayarkan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim maka pidana denda
dapat digantikan dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana penjara,

atau dengan mengambil dari penghasilan terpidana.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang diharapkan dapat bermanfaat

yaitu:

1. Sistem penjatuhan Pidana denda dalam tindak pidana terhadap harta benda
berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hendaknya
memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 dalam hal
penjatuhanya karena sanksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
terlalu berat bila dijatuhkan pada delik pencurian ringan.

2. Perspektif penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana terhadap harta benda
menurut Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum pidana

(RUU-KUHP) adalah berdasarkan kategori. Penjatuhan pidana denda dalam
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Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)
juga perlu melihat kepada kemampuan terpidana dalam membayarkan denda dan

juga kerugian yang ditanggung oleh korban.



